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Mataram (Suara NTB) – Hasil audit kerugian negara kasus dana BOS SDN 2 Bayan dinanti penyidik Polres Lombok Utara. Audit itu berkenaan dengan pemenuhan unsur pasal korupsi. dalam hal ini sebagai bekal menetapkan tersangka.
“Penetapan tersangkanya, belum. Kita gelar perkara dulu,” ucap Kapolres Lombok Utara AKBP Fery Jaya Satriansyah, ditemui di Mataram, Selasa, 8 September 2020.
Dalam penanganan kasus korupsi, unsur kerugian negara melengkapi unsur perbuatan melawan hukum. Sehingga hasil audit wajib dikantongi penyidik. Serta audit tersebut menyatakan timbulnya kerugian negara.
“Nanti kalau sudah kita terima hasil auditnya, kita cek lagi. Gelar perkara. Baru nanti penetapan tersangka,” paparnya.
Kasus dugaan korupsi dana BOS pada SDN 2 Bayan, Lombok Utara tahun 2017-2018 sudah ditangani di tahap penyidikan. Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Lombo Utara menemukan indikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran diduga sebagian direkayasa.
Manipulasi laporan pertanggungjawaban itu untuk menutupi penggunaan. Pengelolaan dana BOS diduga tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dana BOS.
Modus korupsinya antara lain pemalsuan dokumen pembayaran, nota pembayaran fiktif, dan menaikkan harga item pembelian barang. Penyidik sebelumnya menghitung kerugian negara di atas Rp100 juta.
Item anggaran yang dibidik penyidik yakni dana BOS tahun 2017 dan 2018. Total anggaran yang dikelola selama dua tahun anggaran sekitar Rp330 juta. Setiap tahun SDN 2 Bayan menerima dana BOS per triwulan. Antara lain untuk tahun 2018, triwulan pertama Rp33,2 juta, triwulan dua Rp66,5 juta, triwulan tiga 33,2 juta, dan triwulan empat 35,4 juta. (why)

Sumber Berita
1. https://www.suarantb.com/audit-kerugian-negara-di-kasus-dana-bos-sdn-2-bayan-belum-keluar/09/09/2020; dan
2. https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/09/09/2020/kasus-dana-bos-sdn-2-bayan-polisi-segera-tetapkan-tersangka//09/09/2020; 

Catatan
Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.[endnoteRef:1] [1:  dana bos: dana bos, pengertian, kegunaan dan larangan (mylailatulbadriyah.blogspot.com)] 

Juknis BOS tahun 2016 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun  wajib mengikuti  pendidikan dasar.  Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP).[endnoteRef:2] [2:  dana bos: dana bos, pengertian, kegunaan dan larangan (mylailatulbadriyah.blogspot.com)] 

Ketentuan Untuk Pemberian Dana Bos
1. Semua sekolah negeri yang sudah terdata dalam Dapodikdasmen wajib menerima BOS;
2. Semua sekolah swasta yang sudah terdata dalam Dapodikdasmen dan sudah memiliki izin operasional (kecuali sekolah kecil minimal 3 tahun) berhak menerima BOS.  Sekolah berhak menolak dana BOS dengan persetujuan orang tua siswa, dan menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin;
3. Semua negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa;
4. Sekolah swasta yang memungut iuran harus mengikuti Permendikbud No 44 Thn 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
5. Sekolah dapat menerima sumbangan yang bersifat sukarela dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu;
6. Pemda harus mengendalikan dan mengawasi pungutan dan sumbangan yang diterima sekolah agar mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola secara transparan dan akuntabel;
7. Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.
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